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Abstrak 
Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten 
Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di 
Kabupaten Bekasi . Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui 
kuesioner. Sampel penelitian terdiri dari 100 wajib pajak 
kendaraan bermotor yang dipilih menggunakan metode tampling 
jenuh. Analisis data dilakukan dengan uji statistik deskriptif, uji 
validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor. Sementara itu, sosialisasi pajak dan sanksi pajak tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, secara 
simultan, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor di Kabupaten Bekasi. 
Kata Kunci: pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
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PENDAHULUAN 

Pajak merupakan elemen krusial dalam pembiayaan negara dan merupakan sumber 
pendapatan utama pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional. 
Pendapatan yang diperoleh dari pajak dialokasikan ke sektor-sektor vital seperti kesehatan, 
pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Menurut data dari Kementerian 
Keuangan, sekitar 80% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun 
berasal dari penerimaan pajak. Sebagai contoh, pada APBN tahun 2023, pajak menyumbang 
lebih dari Rp1.700 triliun atau sekitar 85% dari total penerimaan negara (Hariyanto & Junaidi, 
2024). Peningkatan kualitas layanan kesehatan, akses pendidikan yang lebih luas, serta 
pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya adalah 
bukti konkret dari pentingnya kontribusi pajak. Tanpa penerimaan pajak yang cukup, 
pemerintah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung 
pertumbuhan ekonomi. Maka, kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber utama 
pembiayaan negara perlu terus ditingkatkan di tengah masyarakat. 

Sebagai bagian dari sistem kewarganegaraan, setiap individu yang memenuhi syarat 
diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak 
memiliki sifat memaksa yang diatur secara hukum, sehingga menjadi kewajiban setiap warga 
negara dan badan usaha yang beroperasi dalam wilayah hukum Indonesia. Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, misalnya, menjelaskan ketentuan tentang 
siapa saja yang berkewajiban membayar pajak penghasilan serta besaran tarif pajak yang 
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berlaku. Kewajiban pajak ini bersifat adil, karena penerapannya didasarkan pada prinsip 
keadilan sosial dan kemampuan ekonomi masing-masing individu atau badan usaha, serta 
bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, 
pembayaran pajak oleh warga negara bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk partisipasi 
aktif dalam pembangunan nasional (Ariffin & Sitabuana, 2022). Mengabaikan kewajiban ini, di 
sisi lain, bisa menyebabkan konsekuensi hukum yang serius bagi individu maupun perusahaan. 

Selain pajak pusat, pajak daerah juga memiliki peranan penting dalam menunjang 
pembangunan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pajak daerah, 
seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, serta retribusi daerah, digunakan 
untuk membiayai kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing. Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) memiliki peran penting dalam memperkuat otonomi daerah serta mendukung 
pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak 
daerah, yang memberikan kontribusi signifikan dalam membiayai berbagai kebutuhan daerah, 
seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemeliharaan fasilitas 
umum. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagai salah satu sumber pendapatan utama, 
menunjukkan kontribusi yang besar terhadap PAD di banyak daerah di Indonesia. 

Di Kabupaten Bekasi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berperan sangat penting dalam 
memperkuat sumber pendapatan daerah dan mendukung pembangunan lokal. Kabupaten 
Bekasi, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas industri 
yang tinggi, mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan setiap 
tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat setiap 
tahunnya, yang secara langsung berpotensi menambah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB) di berbagai daerah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah 
kendaraan bermotor, terutama sepeda motor dan mobil pribadi, meningkat sekitar 5-7% setiap 
tahunnya. Pada tahun 2023, misalnya, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih 
dari 150 juta unit, dengan sepeda motor mendominasi sebanyak 82% dari total kendaraan. 
Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan tetapi juga di wilayah pinggiran dan 
pedesaan, yang turut meningkatkan potensi penerimaan PKB di tingkat lokal. Peningkatan 
jumlah kendaraan bermotor membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan 
penerimaan dari PKB, yang pada akhirnya bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dan 
pengelolaan transportasi di wilayah masing-masing. 

Meski potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat besar, pemerintah 
daerah menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan tersebut. Salah 
satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 
kendaraan tepat waktu. Tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data yang 
dirilis oleh Kementerian Keuangan, rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran 
PKB di berbagai daerah hanya mencapai sekitar 70%, dengan sebagian besar wajib pajak 
menunda pembayaran atau bahkan menghindari pembayaran. Rendahnya kepatuhan ini 
disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 
pajak, akses yang terbatas untuk membayar pajak di wilayah-wilayah tertentu, serta 
ketidakjelasan tentang manfaat nyata yang diberikan oleh pajak yang dibayarkan. 

Penelitian ini secara khusus akan berfokus pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di 
Kabupaten Bekasi, mengingat pentingnya PKB sebagai salah satu komponen utama Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dan kontribusinya terhadap pembangunan wilayah. PKB memiliki peran krusial 
dalam pendanaan program-program pemerintah daerah, termasuk perbaikan infrastruktur, 
peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta pengembangan fasilitas publik lainnya. Namun, 
tingginya masalah ketidakpatuhan dalam pembayaran PKB menjadi hambatan dalam 
mengoptimalkan potensi PAD Kabupaten Bekasi. Dengan fokus pada pajak kendaraan bermotor, 
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor spesifik yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat 
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memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah, sehingga mampu 
meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pencapaian target penerimaan PKB secara 
maksimal. 

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2021) metode 
penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan 
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan 
instrument penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 
yang telah di tetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa 
kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2021) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
dari responden. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini antara lain melakukan 
observasi, wawancara dan kuesioner. 
Metode Pengujian Data  

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner langsung 
berdasarkan jawaban dari responden yang disebar luaskan kepada Wajib Pajak SAMSAT 
Kabupaten Bekasi. Responden akan menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan yang diajukan 
berdasarkan pendapatnya. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat responden 
berdasarkan lima pilihan jawaban, antara lain: Sangat Setuju (SS) dengan bobot 4; Setuju (S) 
dengan bobot nilai 3; Tidak Setuju (TS) 2; Sangat Tidak Setuju (STS) 1. 
Pengujian Instrumen  

Adapun pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, 
uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji hetereskedastisitas) 
Metode Analisis Data 

Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi 
linear berganda, analisis deskriptif, analisis kuatitatif, uji validitas, uji reabilitas, uji 
multikoloneliritas, uji heteroskedatisitas, uji normalitas, uji R², uji F, uji t. Dengan 
menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Karakteristik Responden  

Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendidikan terakhir 
responden. Komposisi responden yang mendominasi pada penelitian ini berdasarkan jenis 
kelamin yaitu laki-laki 54% (54 responden) dan berselisih 8 responden dengan jenis kelamin 
perempuan. 

 
Pengujian Instrumen  
Uji Validitas  

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 

 
Variabel 

 
Indikator 

 
r-Hitung 

 
r-Tabel 

 
Keterangan 

 X1.1 0,804 0.1966 (Valid) 

Pengetahuan pajak X1.2 0,842 0.1966 (Valid) 

 X1.3 0,830 0.1966 (Valid) 
 X1.4 

X1.5 
 

0,803 
0,852 

0.1966 
0.1966 

(Valid) 
(Valid) 

 X2.1 0,857 0.1966 (Valid) 

Sosialisasi pajak X2.2 0,746 0.1966 (Valid) 



 
 

 

MUSYTARI 
ISSN : 3025-9495 

Neraca Manajemen, Ekonomi 
Vol 15 No 6 Tahun 2025 

Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359   
 

 
X2.3 0,710 0.1966 (Valid) 

 X2.4 
X2.5 

0,838 
0,797 

 

0.1966 
0.1966 
 

(Valid) 
(Valid) 
 

 X3.1 0,789 0.1966 (Valid) 

Sanksi pajak X3.2 0,837 0.1966 (Valid) 

 X3.3 0,866 0.1966 (Valid) 
 X3.4 

X3.5 
0,747 
0,830 

 

0.1966 
0.1966 
 

(Valid) 
(Valid) 
 

 y1.1 0,770 0.1966 (Valid) 

Kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor 

y1.2 0,824 0.1966 (Valid) 

y1.3 0,800 0.1966 (Valid) 

 y1.4 
y1.5 

0,893 
0,823 

 

0.1966 
0.1966 
 

(Valid) 
(Valid) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2025 
Berdasarkan tabel di atas dinyatakan bahwa untuk hasil pengujian validitas pada semua 

variabel menunjukkan bahwa semua item yag diuji dinyatakan valid. 
 
 

Uji Reliabilitas 
Tabel 4.2 Uji Reabilitas 

Variabel Croncbach Alpha Keterangan 

Pengetahuan pajak (X1) 0,888 Reliebel 

Sosialisasi pajak (X2) 0,843 Reliebel 

Sanksi pajak (X3) 0,870 Reliebel 

Kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor (Y) 

0,876 Reliebel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2025 
Hasil uji reliabilitas menyatakan bahwa semua variabel yang digunakan dapat dinyatakan 

reliabel. 
 

Uji Asumsi Klasik  
Uji Normalitas 

Tabel 4.3 Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

N 100 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,06017658 
Most Extreme Differences Absolute ,087 

Positive ,052 
Negative -,087 

Test Statistic ,087 
Asymp. Sig. (2-tailed)c ,059 

Sumber: Data primer yang diolah, 2025 
Pada metode uji kolmogrov-smirnov, jika nilai signifikasi >0,05 maka variable 

berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikasi < 0,05 maka varoabel tidak berdistribusi 
normal. Dari table bahwa asymp.sig.(2-tailed) sebesar 0,59 > 0,05 hal ini membuktikan bahwa 
data berdistribusi normal.  
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Uji Multikolinieritas 
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 total_x1 ,417 2,399 

total_x2 ,582 1,717 

total_x3 ,482 2,075 

Sumber: Data primer yang diolah, 2025 
Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji multikolonieritas diatas bahwa nilai collinearity 

tolerance berada dalam kisaran 0,1 1. Pada penelitian ini, masing-masing variabel memiliki 
nilai collinearity tolerance sebagai berikut: X1 (0,417), X2 (0,582) dan X3 (0,482), maka dapat 
disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah multikolonieritas. Berdasarkan hasil uji 
multikolonieritas diatas bahwa nilai VIF berada dalam kisaran 1 - 10. Pada penelitian ini, 
masing-masing variabel memiliki nilai VIF sebagai berikut: X1 (2,399), X2 (2,717) dan X3 (2,075), 
maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah multikolonieritas. 

 
 

Uji Heterokedastisitas 
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas 

 total_x1 total_x2 total_x3 
Unstandardized 

Residual 

Spearman's 
rho 

total_x1 Correlation 
Coefficient 

1,000 ,540** ,651** -,001 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,991 

N 100 100 100 100 

total_x2 Correlation 
Coefficient 

,540** 1,000 ,442** -,072 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,476 

N 100 100 100 100 

total_x3 Correlation 
Coefficient 

,651** ,442** 1,000 -,035 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,733 

N 100 100 100 100 

Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

-,001 -,072 -,035 1,000 

Sig. (2-tailed) ,991 ,476 ,733 . 

N 100 100 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2025 
Hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.11 menunjukan nilai sig masing-masing variabel 

> 0,05 sebagai berikut: X1 (0,991), X2 (0,476) dan X3 (0,733). Nilai ini menyatakan bahwa model 
regresi telah memenuhi asumsi heterokedastisitas karena memiliki nilai sig 0,733> taraf 
signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan model regresi ini terbebas dari masalah 
heterokedastisitas. 

 
Uji Analisisi Regresi Berganda 

Tabel 4.6 Uji Analisis Regresi Berganda 
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Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant
) 

2,857 1,209 
 

2,362 ,020 

total_x1 ,651 ,107 ,622 6,053 ,000 

total_x2 ,078 ,082 ,082 ,947 ,346 

total_x3 ,106 ,092 ,110 1,154 ,251 

Sumber: Data primer yang diolah, 2025 
 

𝑌 = 𝑎 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑒 
𝑌 = 2,857 + 0,651𝑋1 + 0,078𝑋2 + 0,106𝑋3 + 1,209 

 
 
Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Nilai koefisien konstanta  

Nilai koefisien konstanta 2,857 yang menyatakan jika variabel pengetahuan pajak (X1), 
sosialisasi pajak (X2), sanksi pajak (X3) sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor adalah sebesar 2,857. 
b. Nilai koefisien X1 

Nilai koefisien beta variabel pengetahuan pajak (X1) sebesar 0,651, jika nilai variabel 
lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan maka variabel kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 65,1%, begitu pula sebaliknya. 
Jika nilai variabel lain konstan dan variabel x1 mengalami penurunan 1% maka variabel 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan mengalami penurunan 65,1%. 
c. Nilai koefisien X2 

Nilai koefisien beta (X2) sebesar 0,078, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 
mengalami peningkatan maka variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan 
mengalami peningkatan sebesar 7,8%, begitu pula sebaliknya. Jika nilai variabel lain konstan 
dan variabel x1 mengalami penurunan 1% maka variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor (Y) akan mengalami penurunan 7,8%. 
d. Nilai koefisien X3 

Nilai koefisien beta variabel pengetahuan pajak (X3) sebesar 0, 106, jika nilai variabel 
lain konstan dan variabel X3 mengalami peningkatan maka variabel kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 10,6%, begitu pula sebaliknya. 
Jika nilai variabel lain konstan dan variabel x1 mengalami penurunan 1% maka variabel 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan mengalami penurunan 10,6%. 

 
Uji Hipotesis  
Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square) 

Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,760a ,577 ,564 2,09212 

Sumber: Data primer yang diolah, 2025 
Pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa besar R square (R) adalah 0,564. Hal ini 

menunjukan bahwa persentase masing-masing variabel independent memiliki pengaruh 
terhadap variabel dependen adalah 56,4%. Atau dapat diartikan bahwa variabel independent 
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yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 56,4% terhadap variabel 
dependennya. Sisanya 43,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 
Uji F 

Tabel 4.8 Uji F 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 574,052 3 191,351 43,718 ,000b 

Residual 420,188 96 4,377   

Total 994,240 99    

Sumber: Data primer yang diolah, 2025 
Nilai F hitung sebesar 43,718 > nilai F tabel yaitu 2,699 dan nilai sig, yaitu < 0,05, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi 
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

 
Uji t 

Tabel 4.9 Uji t 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,857 1,209  2,362 ,020 

total_x1 ,651 ,107 ,622 6,053 ,000 

total_x2 ,078 ,082 ,082 ,947 ,346 

total_x3 ,106 ,092 ,110 1,154 ,251 

Sumber: Data primer yang diolah, 2025 
 

Berdasarkan pada tabel 4.9 hasil uji t untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-
masing varibel independent secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: 
1. Nilai t hitung variabel pengetahuan pajak (X1) sebesar 6,653 > nilai t tabel yaitu 1,984 dan 

sig yaitu 0,01 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel pengetahuan pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

2. Nilai t hitung variabel sosialisasi pajak (X2) sebesar 0,947 < nilai t tabel yaitu 1,984 dan sig 
yaitu 0,346 > 0,05, maka Ha ditolak dan Ho diterima, artinya variabel sosialisasi pajak tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

3. Nilai t hitung variabel sanksi pajak (X3) sebesar 1,154 < nilai t tabel yaitu 1,984 dan sig 
yaitu 0,251 > 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel sanksi pajak tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
 

PEMBAHASAN 
A. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Hasil yang peneliti dapatkan memperlihatkan nilai uji parsial yang menunjukan 6,653 (t-
hitung) lebih besar dari 1,984 dan sig yaitu 0,01 < 0,05 pengetahuan pajak mampu memberikan 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di 
Kabupaten Bekasi. 

Pengetahuan perpajakan yakni sebuah pemahaman mendasar untuk wajib pajak, yang 
meliputi wawasan terkait hukum, perundang-undangan, dan tata cara yang tepat terkait 
perpajakan, dimana bila wajib pajak memahami serta mengetahui peran dan fungsi perpajakan 
ini akan membuat mereka menjadi lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 
mereka. 
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Hasil ini selaras terhadap Ardiyanti (2020), dimana menjelaskan bahwasanya 

pengetahuan perpajakan mampu memberikan pengaruh positif untuk kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor. Kemudian Susanto & Arfamaini (2021) dalam penelitiannya mendapati 
pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara 
positif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten 
Bekasi, dengan nilai t-hitung sebesar 6,653 yang lebih besar dari t-tabel 1,984 dan nilai 
signifikansi 0,01 yang lebih kecil dari 0,05. Pengetahuan pajak ini sangat penting karena 
memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan 
yang berlaku, tata cara pembayaran pajak, serta dampak dari tidak membayar pajak tepat 
waktu. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak akan lebih sadar akan kewajiban 
mereka dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pajak kendaraan 
bermotor (Siti & Utami, 2020). 

 
B. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Hasil yang peneliti dapatkan memperlihatkan nilai uji parsial yang menunjukan 0,947 (t-
hitung) kurang dari 1,984 dan sig yaitu 0,346 > 0,05 sosialisasi pajak tidak mampu memberikan 
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi. 

Sosialisasi terkait perpajakan terhadap wajib pajak bisa dilaksanakan melalui beragam 
media masa, terutama terkait sistem perpajakan, pentingnya pembayaran pajak, serta aturan 
perpajakan yang terus berkembang. Sehingga melalui sosialisasi ini maka diharap seluruh wajib 
pajak mampu memperoleh wawasan yang lebih baik terkait perpajakan.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Amri & Syahfitri, 2020) dimana sosisalisasi pajak tidak 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  

Hasil yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, 
dengan nilai t-hitung sebesar 0,947 yang kurang dari t-tabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,346 
yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi perpajakan 
dilakukan, pengaruhnya terhadap perubahan perilaku wajib pajak untuk lebih patuh dalam 
membayar pajak kendaraan bermotor belum terlihat signifikan. Pengetahuan yang lebih baik 
mengenai pajak melalui sosialisasi mungkin belum cukup untuk mendorong wajib pajak untuk 
segera memenuhi kewajiban mereka. 

Sosialisasi terkait perpajakan bisa dilaksanakan melalui berbagai media massa, seperti 
televisi, radio, dan media sosial, yang menjangkau banyak orang. Sosialisasi ini seharusnya tidak 
hanya menjelaskan tata cara membayar pajak, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan daerah dan negara. Namun, 
meskipun informasi tentang kewajiban pajak disampaikan secara luas, pengaruhnya terhadap 
kepatuhan tetap rendah jika tidak didukung oleh tindakan yang lebih konkret, seperti 
penegakan hukum yang lebih tegas atau insentif bagi yang patuh membayar pajak. Hal ini 
mengindikasikan bahwa sosialisasi saja tidak cukup tanpa adanya langkah-langkah yang lebih 
kuat untuk mendukung kepatuhan pajak (Amri & Syahfitri, 2020). 

 
C. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Hasil yang peneliti dapatkan memperlihatkan nilai uji parsial yang menunjukan 1,154 (t-
hitung) kurang dari 1,984 dan sig yaitu 0,251 > 0,05 sosialisasi pajak tidak mampu memberikan 
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi. 

Berdasarkan penelitian, terdapat hubungan signifikan antara sanksi pajak dan kepatuhan 
wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa semakin ketat dan jelas sanksi yang diterapkan, 
semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya efek jera yang 
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ditimbulkan oleh ancaman sanksi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Karlina & Ethika (2020) 
dimana sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  

Hasil yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, dengan 
nilai t-hitung sebesar 1,154 yang lebih kecil dari t-tabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,251 yang 
lebih besar dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi pajak diterapkan, 
pengaruhnya terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pembayaran pajak 
kendaraan bermotor masih belum signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya 
kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak atau kurangnya kepercayaan 
terhadap sistem pengawasan pajak yang ada (Karlina & Ethika, 2020). 

Namun, secara teoritis, sanksi pajak seharusnya memiliki pengaruh yang besar terhadap 
kepatuhan wajib pajak karena adanya efek jera yang ditimbulkan oleh ancaman hukum atau 
denda. Ketika wajib pajak mengetahui bahwa ada konsekuensi yang tegas jika mereka tidak 
memenuhi kewajiban pajaknya, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. 
Sayangnya, dalam praktiknya, efektivitas sanksi pajak tergantung pada pelaksanaan dan 
pengawasan yang ketat oleh otoritas perpajakan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, wajib 
pajak mungkin merasa bahwa risiko tidak membayar pajak tidak terlalu besar, meskipun sanksi 
yang dijatuhkan dapat merugikan mereka (Hasanah & Wijaya, 2019). 

Penelitian sebelumnya oleh Karlina & Ethika (2020) mendukung temuan ini, yang 
menunjukkan bahwa meskipun sanksi pajak diterapkan, dampaknya terhadap kepatuhan wajib 
pajak tidak selalu signifikan. Mereka menemukan bahwa ketidakpastian dalam penegakan 
hukum dan sanksi seringkali membuat wajib pajak merasa bahwa mereka bisa menghindari 
konsekuensi tersebut tanpa konsekuensi besar. Hal ini juga didukung oleh penelitian oleh 
Hasanah & Wijaya (2019), yang menyatakan bahwa sanksi pajak akan lebih efektif jika diikuti 
dengan peningkatan pengawasan dan penerapan yang konsisten. Ketika sanksi dijalankan 
dengan tegas dan adil, maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. 

 
D. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan hasil uji simultan yang telah diperoleh nilai f hitung sebesar 43,718 yang mana 

lebih besar dari pada 2,699 (f table), berdasarkan nilai tersebut maka didapatkan sebuah 
Kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dari hasil uji tersebut juga dapat diketahui 
bahwa nilai signifikasi sebesar 000 yang mana lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kedua hal 
tersebut menunjukan bahwa secara Bersama-sama atau simultan variable Pengetahuan Pajak, 
Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor. 
Ketiga variable predictor terbukti secara signifikan dapat mempengaruhi pengetahuan pajak, 
sosialisasi pajak, dan sanksi pajak dalam menjelaskan variansi variable kepatuhan sebesar 
56,4%. Hasil ini sekaligus menjadi evaluasi model yang sudah baik dan masih sangat potensial 
untuk dilakukan pengembangan model. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Novianto et al. 
(2020), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak 
berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah diperoleh, nilai F hitung sebesar 43,718 lebih besar 
dari nilai F tabel 2,699, yang menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis 
alternatif (Ha) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Pengetahuan 
Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bekasi. Nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil 
dari 0,05 memperkuat kesimpulan bahwa ketiga variabel tersebut saling berkontribusi dalam 
menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak (Novianto et al., 2020). 

Ketiga variabel, yaitu Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak, terbukti 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
Pengetahuan pajak yang baik akan membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka 
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dengan lebih jelas, sementara sosialisasi pajak berfungsi untuk menyebarkan informasi dan 
membangun kesadaran, dan sanksi pajak memberikan dampak jera bagi wajib pajak yang tidak 
memenuhi kewajiban mereka. Kombinasi ketiga variabel ini dapat meningkatkan tingkat 
kepatuhan, yang tercermin dari kontribusi sebesar 56,4% dalam menjelaskan variansi kepatuhan 
wajib pajak kendaraan bermotor (Wijaya & Lestari, 2020). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Novianto et al. (2020), yang menunjukkan 
bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan 
secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mereka menemukan bahwa ketika ketiga 
faktor ini berjalan dengan baik, tingkat kepatuhan pajak akan meningkat secara signifikan. 
Selain itu, penelitian oleh Fauzi & Sari (2021) juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan 
sanksi yang tegas memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kepatuhan pajak, sedangkan 
sosialisasi yang lebih baik juga membantu wajib pajak untuk lebih memahami dan memenuhi 
kewajiban perpajakan mereka. 
 
KESIMPULAN  

Sesuai dengan hasil serta analisis yang telah disampaikan, kemudian bisa diberikan 
beberapa kesimpulan yang diantaranya: 
1. Pajak secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor, dengan arti pengetahuan pajak yang lebih tinggi akan membuat kepatuhan wajib 
pajak kendaraan bermotor meningkat. 

2. Sosialisasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten 
Bekasi, dengan arti nilai sosialisasi yang diberikan tidak mempengaruhi nilai kepatuhan 
wajib pajak kendaraan bermotor. 

3. Sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di 
Kabupaten Bekasi, dengan arti nilai sanksi pajak yang diberikan tidak mempengaruhi nilai 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

4. Pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak secara Bersama berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Bekasi. 
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